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SERAHKAN LKPD: Kepala Perwakilan BPK-RI, Dadang Gunawan, menyerahkan secara langsung LKPD
Kabupaten Morowali kepada Bupati Anwar Hafid (kanan) di kantor Perwakilan BPK-RI Sulteng, kemarin (30/5).

LKPD Morowali
Tahun 2010 WDP

PALU — Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Morowali tahun
anggaran 2010 kemarin (3!
diserahkan langsung oleh Kepal
Perwakilan BPK-RI Sulawesi
Tengah, Dadang Gunawan,
kepada Bupati Morowali Anwar
Hafid. Penyerahan terscbut
dilangsungkan di kantor BPK RI
di jalan Mohammad Yamin,
Palu.

Berdasarkan hasil LKPD

2010, total dana yang dikelola
senilai Rpl,12° triliun. Ity
meliputi neraca sebesar

Rp259,73 miliar yang terdiri atas
aset senilai Rp210,53 miliar dan
kewajiban senilai Rp49,20
miliar. Sedangkan LRA sebesar
Rp856,68 miliar terdiri atas
pendapatan senilai Rp529,72
miliar dan belanja senilai

Rp326.96 miliar, sehingga total
jumlah temuan senilai Rp10,27
miliar atau 0,92 persen dari
cakupan pemeriksaan.

Maka atas laporan LKPD
2010 itu, Pemerintah Kabupaten
Morowali oleh tim pemeriksa
BPK-RI diberikan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP).
Opini dengan pengecualian
tersebut diberikan berdasarkan
beberapa pertimbangan. Antara
lain, saldo kas daerah per 31
Desember 2010 disajikan sebesar
Rp3,44 miliar di antaranya
terdapat ketekoran kas akibat
ran  Surat Perintah
anan Dinas (SPPD) yang
1schesar Rp709,24 juta.
Selain itu, ada UUDP tahun
an 2004 yang belum

uta sampai dengan
tahun anggaran 2010 belum ada
penyclesaian, baik penyetoran

kembali ke kas daerah ataupun
penetapan status dalam bentuk

SKTIM atau SK pembebanan
sementara. Hal lain yang menjadi
pertimbangan pemberian opini
WDP, terkait dengan aset tetap
pada neraca per 31 Desember
2010, masih mencantumkan aset
tetap yang telah dihibahkan.
Terdapat pula asct tetap yang
dikuasai pihak lain, pengurus
barang pada 19 SKPD tidak
menyelenggarakan  Dalftar
pengguna barang dan Kartu
inventaris barang, serta 20 SKPD
belum melakukan labelisasi aset
tetap, sehingga saldo aset tetap
tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Di samping itu, terdapat biaya
perjalanan dinas rangkap dan
perjalanan -dinas tahun 2009
dibebankan pada tahun anggaran
2010 sebesar Rp246.40 juta, serta
penyaluran alokasi dana desa
(ADD) tidak sesuai ketentuan
ditemukan Rp73,52 juta.

Pemberian opini  WDP
disambut gembira olch seluruh

Jjajaran Pemkab Morowali yang
hadir pada kesempatan tersebut.
Mengingat, sejak tahun 2006
hingga 2009, Pemkab Morowali
harus puas dengan pemberian dis-
claimer opinion. Bupati
Morowali, Anwar Hafid,
menyampaikan rasa syukur dan
terima kasihnya kepada semua
pihak yang telah membantu
pencapaian opini itu. “Hal yang
menjadi  kerisauan kami,
alhamdulillah akhimya telah
menghasilkan satu peningkatan”
tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut,
Anwar Hafid, turut pula
mengungkapkan bahwa
pencapaian itu tidak lepas dari
peran dan kesediaan SKPD
yang telah membuat kontrak
kerja  terkait  capaian
pelaksanaan = tata kelola
keuangan daerah yang baik.

Selain pemberian opini atas
kewajaran penyajian laporan
keuangan, hasil laporan BPK-RI
juga memuat temuan atas
kelemahan Sistem Pengendalian
Intern (SPI) di Morowali yaitu
schanyak 11 temuan. Sedangkan
ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan
sebanyak 9 temuan.

Selanjutnya, pemantauan
terhadap penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi  (TP-TGR)
menunjukkan jumlah kasus
kerugian keuangan daerah sejak
tahun 2004 sampai dengan semes-
ter 1 tahun anggaran 2010
scbanyak 156 kasus sebesar
Rp3,36 miliar rupiah, dan telah
diangsur sebanyak 26 kasus
sebesar 2,48 miliar.

Sedangkan yang belum
dilunasi sebanyak 134 kasus
dengan total Rp81,77 miliar.
Penyelesaian kerugian negara
tersebut tidak dilaksanakan
dengan  sungguh-sungguh.
Terbukti kasus tersebut sudah
Iebih dari 7 tahun. (cr6)
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